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BUPATI JOMBANG,

bahwa dalam rangka membiasakan membaca, menulis,
mendengar dan berbicara pada satuan pendidikan dan
masvarakal perlu digalakkan budava literasi;

bahwa uniuk menciptakan budaya literasi i Kabupaten
Jombang, perlu dilakukan revolusi mental wargs sckolah
maupun masvarakal dalam menumbubhkembangkan sikap
gemar membaca, menulis, serta pembiasaan proses berfikir
vang berkualitas dalam peningkatan ilmu dan telenologl;
bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimalsud
huruf a dan huruf b, perlu mengatur Gerakan Literasi di
Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950  rentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1930 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 1%, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nesara
Republik Indonesia Nomor 4301):

Undang-Undang Nomor 43  Tahun 2007  tentang
Perpustakaan [(Lembaran Nepara Republik Indonesia
Tabun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Neguara
Fepublik Indonesia Nomor 4774,

Undang-Undang Nomor & tahun 2014 tentang Desa
(Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
5495

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  {Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) schagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
MNomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negars Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 5673},
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa [Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran MNegara
Republik  Indonesia Nomor 55349 sebagaimana  telah
diubkah  beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negaran
Republik Indenesia Tabun 2015 Nemaor 157, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5717) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007
tentang Perpustakaan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Hepublik Indonesia Nomor 5531);

Peraturan Pemennlah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negars
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana  telah
diunbah  beberapa kali terakhir dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tshun
2008 tentang Penetapan Bulku Telks;

Peraturan Menten Pendidikan dan Kebudavaan Nomor 23
Tahun 2015 tenlang Penumbuhan Budi Pekerts;

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan  (Lembaran
Dacrah Kabupaten Jombang Tabun 2016 Nomor %/E,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor
G/E ).

MEMUTUSKAN :

Menctapkan | PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG GERAKAN
LITERASI DI KABUPATEN JOMBANG.

BEAR 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
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Daerah adalah Kabupaten Jombang.

Pemeninitalh  Daersh  adalah  Pemernntah Kabupaten
Jombang.

Bupati adalah Bupati Jombang.

Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di lingkungan
Kabupaten Jombang.

Samaan Pendidikan adalah kelompok lavanan pendidikan
vang menyvelenggarakan pendidikan pada jalur formal,
nanformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis
pendidikan.



B, Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau
lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai
ketertarikan, perhatian dan  peranan dalam kegiatan
literasi.

7. Lilerasi adalah |keberaksarasn, wyaitu kemampuan
membaca dan menulis secrta  keterampilan  berpikir
menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentok
cetak, visual, digital dan auditor.

8. Gerakan Literasi adalah suatu ussha atau kegiatan literasi
yvang bersifat partisipatl dengan melibatkan seluruh warga
satuan pendidikan atay masyarakat.

9, Titerasi i adaleh kemampuan  untuk menyimalk,
memaharm  bahasa hsan, dan berkomumibkas:  melalo
gambar dan lhisan yang dibentuk oleh pengalamannyva
berinteraks:  dengan lingkungan  sosialnva  di rumah.
Pengalaman peserta didik dalam berkomunikasi dengan
bahasa ibu menjadi fondasi perkembangan literasi dasar

10. Literasi dasar adalah kemampuan untuk mendengarkan,
berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan
dengan kemampuan analisis untuk momperhitungkan,
mempersepsikan  informasi, meng-komunikasikan, serta
menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan
pengambilan simpulan pribadi.

11. Literasi perpustakaan adalah memberikan pemahaman
cara membeda-kan bacaon fiksl dan non sl
memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal

12, Literasi media adalah kemampuan uniuk meoengelahui
berbagai bentmik media yang berbeda, seperti media cetak,
medhia elektromk, media digital, dan meomahami tajuan
PETEPUTIAATITIVE,

13, Literasi teknologl adalah kemampuan memahami
kelengkapan wang mengikuti teknologi  seperti piranti
keras, piranti |unak, serta etika dan  cotiket dalam
memanfaatkan teknologl.

|4, Literasi Visual merupakan pemahaman tingkat lanjut
antara literasi media dan  literasi  teknologl,  yang
mengembangkan  kemampuan  dan kebutuhan belajar
dengan memanfaatkan materi visual dan  audiovisual
secara Kritis dan bermartabal.

15. Keglatan literasi adalah kegatan untuk meningkatkan

kesanggupan! kemampusan, keterampilan, scrta minat

dalam hal membaca dan menulis,

Budaya literast adalah kebiasaan berpikir vang ditkuti cleb

sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya

sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan
tersebut akan menciptakan karva,

17, Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karva
tulis, karya cetak dan/ atau karva rekam  secara
profesional dengansistem vang balu guna memenuhi
kebutuhan pendidikan, peneclitian, pelestarian, informas:
dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnva taman
bacaan dan sudut baca.

18. Taman Bacaan Masyarakat vang selanjutnya disingkat
TBM adalah perpustakaan umum vang diselenggarakan
oleh dan untuk masvarakat,
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19, Sudut baca  adalah  suatu tempat  khusus vang
menyetdiakan bahan kepustakaan bagl masvarakat.

20. Bahan bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cerak
dan; atau karva rckam.

21. Kampung Literasi adalah kawasan kampung vang
digunakan untuk mewwjudkan masvarakat melek sksara
(dasar, lanjutan, maupun multl aksaral agar memlika
pengetahuan dan pemahaman vang lebih luas,

BAE II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya untuk memberikan pedoman dalam
meclaksanakan gerakan literasi suna membudavakan kegiatan
membaca, menulis SErta berkomunikasi dengan
lingkungannya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Gerakan Literasi untuk menumbuh
kembangkan budi pekerti peserta didik dan masyarakal apar
menjach pembelajar sepanjang havat.

BAR III
EEBIJAEKAN STRATEGIS PELAKSANAAN
GERAKAN LITERASI
Bagian Kesatu
Sasaran
Pasal 4

(1) Sasaran kebijakan pelaksanaan Gerakan Literasi di Daesrah
adalah:

4. Satuan Pendidikan; dan
b. Masyarakat.

(2) Pelaksanaan Gerakan Lilerasi pada Satuan Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huraf 2, meliputl
selolah dasar dan sekolah menengah vang berdomisili di
Daerah. '

[3) Pelaksanaan Gerakan Literasi di Masyarakar sebagaimans
dimaksud pada ayvat (1) huruf b difasilitasi oleh Pemerinizh
Dacrah/Pemerintah Desa /Swasta danfatau Lembaga qtau
Organisasi Masvarakat.

Bagian Kedua
Pembudayaan Literasi
Pasal 5

[1] Satuan Pendidikan damn Masyvarakaf wajibs
menumbuhkembangkan budaya literasi.
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(2} Untuk mendulung budava literasi sehagaimana dimaksuad
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pada ayat {1), satuan pendidikan melaksanakan kegiatan;

a. menyediakan dan mengelola bahan-bahan bacaan
nonpelajaran yang bersifar edukatif, informatif dan
sekaligus rekreatif)

b, mengelola perpustakaan satuan pendidikan dengan
hailc:

. menyvediakan dan mengelola sarana prasarana lam
yvang mendukung kegiatan literasi;

d. mewajibkan peserta didikmembaca setiap hari selama
15 (lima belas) menit sebelum/ sesudah pelajaran; dan

e. memfasilitasi peserta didik dan warga satuan
pendidikan untuk membuat produk tulisan.

Untuk mendukung budaya literasl sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), masyarakat melaksanakan kegiatan:

a4, mecnvediakan dan mengelola TaaLn bacaan
masyarakat, sudut baca;

b. menvediakan bahan-bahan bacaan wang bersilat
edukatif dan informatif; dan

c. menvediakan dan mengelola sarana prasarana lain
yang mendukung kegiatan literasi.

Pasal 7

Budays Literasi dilakukan dengan mengedepankan
komponen litcrasi.

homponen literasi sebagaimana dimaksud pada ayval (1)
terdin dari:

a. Literasi Dni;

b. Literasi Dasar:

c.  Literas: Perpustakaan;

d. Lilerasi Teknologt;

¢, Literasi Media; dan

f. Literasi Visual.

Pemilihan komponen literasi sebapgaimana dimaksud pada
avat (2} dilakukan sesuai  dengan kebutuhan  dan
kemampuan penyelenggara budava Literasi.

Pasal 8

Budaya Literasi dilaksanakan SUCATH bertahap,
menyeluruh,  serta berkelanjutan  untuk mewujudkan
masyarakat dacrah menjadi pembelajar sepanjang havat.
Tahapan Budaya Litcrasi pada satuan Pendidikan adalah
scbhagai berilkut:

a. diajarkan;

k. dilatih secara konsisten;

c. dibiasakan;

d. dijadikan budava; dan

e. dijadikan karakier,



(3] Tahapan Budaya Literasi pada masvarakat adalah:
a. dibing secara konsisien;
b. dibiasakan;
¢, dijadikan budaya; dan
d. dijadikan karakrer

Bagian Keempat
Pengembangan Budaya Literasi
Pasal 9

Strategl penpgembangan Budaya Literasi di Dacrah dilakukan
dengan cara:

a. mengondisikan lingkungan h(sik ramah literasi, baik di
hingkunpgan satuan pendidikan maupun masyarakat;

b. mengupayakan lingkungan snsial  oschagai | model
kormunikasi dan interaks: yvang clekuf;

c. mengupayeakan satuan  pendidikan sebagar  lingkungan
akademik vang memiliki budava baca dan Lulis; dan

d. berbasis tcknologi informasi dan  komunikasi untuk
memudahkan dalam memabilisasi budaya Lilerasi,

Pasal 10

Pengembangan Budava  Literasi di Daerah harus
mempertimbangkan;

4, keberagaman dan perkembangan media literasi;

I, bahan bacaan scsual kebutuhan;

2, kelrampilan membaca dan menulis; dan

d. perkembangan komunikasi lisan.

Bagian Kelima
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pasal 11

(1) Pemerintabh Daerah/Pemerintah  Desa/Swasta dan/atau
Lembaga atau Organisasi  Masyarakat dan  Satuan
Penchdikan  memfasilitasi  penyediaan  sarana  dan
prasarans untuk memenuhi kebutuhan informast berups
Perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakal alau Sudut
Baca beserta alat kelengkapannyva,

|2} Barana dan prasarana sebagaimand dimaksud pada avat
(1) dimanfaatkan dan  dikembangkan selaras dengan
kemajuan  teknologl informasi dan kemunikasi  guna
mendukung dan mewwjudkan tujuan budayva Literasi.



EBAB IV
GERAKAN LITERASI
Bagian Kesatu
Gerakan Literasi Sekolah
Pasal 12

(1) Gerakan Literasi Sekolabh merupakan sualu usaha atau
kegiatan yang bersifat  partsipatl dengan melibatkan
warga sekolah, akademisi, penerbit, media massa,
masyvarakat dan pemanghku kepentingar.

(2] Warga sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1] terdiri
dari peserta didikk, guru, kepala sekolah, itenaga
kependidikan, pengawas sekolah, komite sekolah, orang
tua /wali murid peserta didilc.

[3) Masvarakal sebagaimana dimaksud pada avat (1] terdiri
darn  tokoh masvarakat yang dapat merepresentasikan
keteladanan, dunia usaha dan lain-lain.

(4} Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada avar
{1} di bawah koordinasi Dinas yang mcmbidangl urusan
pendidikan.

Pasal 13

Pelaksanaan Gerakan Literas: Sekolah berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Bagian Kedua
Gerakan Literasi Masyarakat
Pasal 14

(1) Gerakan  Literasi Masvarakat dilaksanakan untuk
mendukung  pemerintah Dacrah  dalam menggalakkan
budava membaca kepada masyvarakat.

(2) Gerakan  Literasi  Masyarakat  melibatkan  Lembaga/
Organisasl Kemasvarakatan,

(3) Gerakan Literasi Masyarakal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] dapat diwujudkan dalam bentuk Eumah Literasi,
Taman Bacaan Masyarakat, Kampung Literasi dan lain-
Lain,

(4} Pembentukan Rumah Literasi, Taman Bacaan Masvaraksat,
Kampung Literasi dan lain-lain sebagaimans dimaksud
pada avat (3] berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yvang berlaku,

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15

Untuk  mendukung  terlaksananva Geralcan Literasi,
Pemerintah Dacrah melaksanakan pembinaan:

a. membuat  kebijakan daerah  untuk  mendukung
pelaksanaan Budava Literasi;



(1)

2]

3]

11}

mensosialisasikan  program  dan kegiatan Gerakan
Literasi di satuan pendidikan dan masyarakat; dan
merencanakan dan melaksanakan pendampingsan maupun
pelatihan  kepada  satuan  pendidikan dan masyarakal
untuk meningkatkan kemampuan literasi.

Pasal 16

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan scbhagaimana
dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Dacrah membentule
Tim Pembina Gerakan Litcrasi,

Tim sebagrimana dimaksud pada aval (1) beranggotakan
unsur Perangkat Daerah, Orgamsasi Profes;, Guru,
Lembaga/ Organisasi Masvarakal.

Busunan  keanggotaan  dan tagas  Tim sebapaimanyg
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Kepulusan
Bupati,

Pasal 17

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan Gerakan Literasi melalui keglatan:

a. maonitoring pelaksanaan Gerakan Lilerasi pada satuan
pendidikan dan masvarakat; dan

b. evaluasi pelaksanaan Gerakan Literasi,

(2] Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana

(2]

dimaksud pada aval (1), dibentuk Tim Monitoring dan
Evaluasi.
Susunan keanggotaan dan tugas Tim  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} ditetapkan dengan Kepulusan
Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 18

(1} Pembiayaan uniuk pelaksanaan Gerakan Lilerasi pada

Satuan  Pendidikan ibebankan pada pada Anggaran
Pendapatan  dan Belanja  Daerah maupun sumber
pembisvaan lainnyva sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

(2} Pembiayvaan untuk pelaksanaan Gerakan Lilerasi vang

diselenggarakan oleh masyvarakat dibebankan pada
masing-masing penvelengears TIH LT sumber
pembiayaan lainnya sesual dengan kelenluan persluran
perundang-undangan.




BAR VII
PELAPORAN
Pasal 19

(1] SBatuan Pendidikan dan masyarakat dalam pelaksanaan
Cierakan Literast wajlb menyampaikan laporan secara
berkala dan berjenjang kepada Dinas vang membidangi
urusan pendidikan,

(2] Pelaporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

A. program dan kegiatan Gerakan Litcrasi;

b. capaian pelaksanaan program dan kegiatan Gerakan
Literast; dan

¢. permasalaban yang timbul dalam pelaksanaan Gerakan
Literas,

BAB V
EKEETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraluran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar sel1ap orang mengetahuinya, mermerintahlkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyva
dalam Berita Dacrah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 21 rpebruari 20717
BUPATI JOMBANG,

UUE—— |

NYONO SUHARLI WIHANDOKO
Diundangkan di Jombang ey

da lanpgal Februari 2017
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